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Abstrak: Sengketa medis merupakan salah satu persoalan hukum yang semakin sering terjadi seiring 
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan kesehatan. Keberadaan Majelis 
Disiplin Profesi menjadi penting sebagai lembaga yang berperan dalam menilai dugaan pelanggaran 
disiplin tenaga kesehatan sebelum sengketa dibawa ke proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis secara yuridis peran Majelis Disiplin Profesi dalam penyelesaian sengketa medis di 
Indonesia serta mengkaji efektivitasnya dalam mendukung mekanisme penyelesaian sengketa secara 
non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap 
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum 
kesehatan dan penyelesaian sengketa medis. Majelis Disiplin Profesi memiliki peran penting sebagai 
bentuk penerapan prinsip primum remedium dalam sengketa medis melalui pemeriksaan disiplin profesi 
sebelum dilakukan proses litigasi. Keberadaan MDP mampu memberikan perlindungan hukum yang 
lebih seimbang bagi pasien dan tenaga kesehatan karena pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar 
profesi dan standar pelayanan medis. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi MDP masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum 
optimalnya pengaturan hubungan antara pemeriksaan disiplin profesi dan proses pidana. Oleh karena 
itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi sistem penyelesaian sengketa medis agar peran MDP 
dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, profesional, dan 
humanis. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan sektor kesehatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup 

signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan teknologi kedokteran, 

meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, serta semakin luasnya akses 

masyarakat terhadap layanan medis telah membawa dampak positif terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan di Indonesia (Maradona & Damayanti, 2023). Perubahan ini diikuti 

dengan peningkatan interaksi hukum antara tenaga kesehatan dan pasien. Hubungan 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.988


Agustiawan & Rosalia Dika Agustanti. 

771 
 

antara dokter dan pasien yang sebelumnya lebih bersifat paternalistik kini berkembang 

menjadi hubungan hukum yang menempatkan pasien sebagai subjek yang memiliki 

hak untuk memperoleh informasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas tindakan 

medis yang diterimanya (Deviani et al., 2023). Perubahan pola hubungan tersebut 

menyebabkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis (named), tenaga kesehatan (nakes), 

maupun rumah sakit (RS) (Sofyan & Parawansa, 2025). 

Kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat berdampak dengan 

bertambahnya jumlah pengaduan dan sengketa medis di Indonesia. Sengketa medis 

disebabkan oleh dugaan kelalaian tenaga kesehatan, kesalahan diagnosis, 

ketidaksesuaian hasil pengobatan, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, 

maupun ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Tidak 

semua hasil medis yang tidak sesuai harapan dapat dikategorikan sebagai malpraktik, 

tetapi masyarakat seringkali menginterpretasikan kerugian yang mereka alami sebagai 

bentuk kesalahan tenaga kesehatan. Situasi tersebut menyebabkan sengketa medis 

menjadi salah satu persoalan hukum yang cukup kompleks karena melibatkan aspek 

hukum, etika profesi, disiplin ilmu kedokteran, serta hak asasi manusia (Yunanto & 

Helmi, 2024). 

Penyelesaian sengketa medis tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

pasien, tetapi juga menyangkut perlindungan profesi named dan nakes menjalankan 

pelayanan. Dokter dan nakes memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai 

standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP), tetapi dalam praktiknya 

terdapat kondisi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan (Yunanto & Helmi, 2024). 

Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa medis tidak dapat semata-mata dilakukan 

melalui pendekatan represif dan penghukuman, tetapi membutuhkan mekanisme 

penyelesaian yang mampu memberikan perlindungan hukum secara imbang untuk 

pasien maupun tenaga kesehatan. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada 

proses pidana justru dapat menimbulkan ketakutan dalam menjalankan tindakan, 

sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat 

(Widjaja, 2025a). 

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia selama ini lebih banyak dilakukan melalui 

jalur litigasi atau pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dianggap sebagai cara 

formal untuk memperoleh kepastian hukum, terutama ketika sengketa berkembang 

menjadi tuntutan pidana maupun perdata. Proses litigasi sering dianggap kurang 

efektif karena membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta prosedur 

yang rumit. Proses persidangan cenderung menempatkan para pihak dalam posisi 

saling berhadapan, sehingga dapat memperburuk hubungan antara tenaga kesehatan 

dan pasien. Hal ini dapat menciptakan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian 
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sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan mampu menjaga hubungan baik antara para 

pihak yang bersengketa (Rachmadi U, 2012). 

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mulai mendapat perhatian sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam perkembangan hukum kesehatan di 

Indonesia (Setiyanta, 2023). Mekanisme non-litigasi dilakukan melalui mediasi, 

negosiasi, arbitrase, maupun konsiliasi yang mengedepankan musyawarah dan 

penyelesaian secara damai. Penyelesaian non-litigasi lebih cepat dan hemat biaya  

serta mampu menjaga kerahasiaan perkara dan mempertahankan hubungan 

terapeutik. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik pelayanan kesehatan yang 

pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi, sehingga 

penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan non-litigasi dinilai lebih sesuai 

dibandingkan proses pengadilan yang bersifat konfrontatif (Widjaja & Aini, 2022). 

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa medis 

di Indonesia adalah Majelis Disiplin Profesi (MDP) (UU No. 17, 2023). Majelis Disiplin 

Profesi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai ada atau 

tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh named dan names dalam 

menjalankan pelayanan. Lembaga ini dianggap penting karena tidak seluruh sengketa 

medis harus diselesaikan melalui pengadilan. Sengketa medis membutuhkan 

pemeriksaan terhadap aspek disiplin profesi dan standar pelayanan medis, sehingga 

MDP diharapkan dapat menjalani dan memutuskan laporan secara objektif 

berdasarkan standar profesi dan etika kedokteran (Fitira et al., 2025). 

Peran MDP semakin relevan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa medis secara 

non-litigasi sebelum menempuh jalur pengadilan. Regulasi tersebut menunjukkan 

adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum kesehatan Indonesia yang mulai 

menitikberatkan pada pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan represif (Sari et 

al., 2024). Penyelesaian sengketa melalui mekanisme disiplin profesi dan mediasi 

dipandang lebih mampu menciptakan keadilan substantif karena tidak hanya 

berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan dan penyelesaian 

konflik secara menyeluruh. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi MDP dalam 

penyelesaian sengketa medis masih menghadapi berbagai kendala (Fitira et al., 2025). 

Beberapa kasus dugaan malpraktik di Indonesia menunjukkan bahwa proses hukum 

pidana sering berjalan lebih cepat dibanding pemeriksaan disiplin profesi (Widhiantoro, 

2021). Dokter atau tenaga kesehatan bahkan telah mengalami tekanan sosial, 

penyebaran identitas di media sosial, sampai dengan ancaman dari keluarga pasien 

sebelum adanya keputusan resmi dari lembaga profesi (Widhiantoro, 2021). Kondisi ini 

tidak hanya berdampak pada psikologis tenaga kesehatan, tetapi juga dapat 
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menimbulkan praktik defensive medicine, yaitu tindakan tenaga medis yang lebih 

berorientasi menghindari risiko hukum dibanding fokus pada kepentingan pasien. 

Apabila kondisi tersebut terus terjadi tanpa adanya penguatan peran MDP dan edukasi 

hukum kesehatan kepada masyarakat, maka penyelesaian sengketa medis yang adil, 

profesional, dan proporsional akan sulit tercapai dalam sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia (Widjaja, 2025b). 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kedudukan dan peran MDP dalam penyelesaian sengketa medis di 

Indonesia, bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi MDP dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan, serta apa saja kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme disiplin 

profesi. Artikel ini menganalisis secara yuridis peran MDP dalam penyelesaian sengketa 

medis serta mengkaji efektivitas pelaksanaan mekanisme tersebut sebagai upaya 

menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih adil, profesional, dan humanis. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal research) 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) 

dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Data penelitian berupa bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap 

peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta 

dokumen lain yang relevan dengan hukum kesehatan dan penyelesaian sengketa 

medis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi pustaka, sedangkan 

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan, 

menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori, serta 

pendapat para ahli untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Majelis 

Disiplin Profesi dalam memberikan perlindungan hukum serta menyelesaikan sengketa 

medis di luar pengadilan. 

3. Hasil & Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medis di Indonesia tidak 

dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga profesi yang memiliki kewenangan 

melakukan penilaian terhadap disiplin tenaga kesehatan. Majelis Disiplin Profesi 

memiliki posisi penting sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dugaan 

pelanggaran disiplin profesi named dan nakes dalam menjalankan pelayanan. 

Keberadaan lembaga ini menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi 

semua pihak karena tidak seluruh sengketa medis secara langsung dapat dikategorikan 
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sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa medis 

diutamakan melalui pendekatan non-litigasi sebelum menempuh proses pengadilan 

(Jayantara & Arief, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan 

paradigma hukum kesehatan yang lebih menekankan penyelesaian secara restoratif 

dan profesional. Hal ini membuat MDP berfungsi sebagai lembaga yang memberikan 

penilaian objektif berdasarkan standar profesi dan pelayanan medis yang berlaku 

(Siregar et al., 2024). 

Peran MDP dalam penyelesaian sengketa medis pada dasarnya dapat ditempatkan 

sebagai bentuk penerapan prinsip primum remedium dalam hukum kesehatan. Prinsip 

ini menempatkan penyelesaian melalui mekanisme profesi dan administratif sebagai 

langkah utama sebelum penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum 

remedium). Pendekatan tersebut menjadi penting dalam konteks pelayanan kesehatan 

karena tindakan medis memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana 

umum (Siregar et al., 2024). Tidak semua komplikasi, kegagalan tindakan medis, atau 

kematian pasien dapat langsung dipandang sebagai bentuk kelalaian pidana. Oleh 

sebab itu, pemeriksaan awal melalui MDP diperlukan untuk menilai apakah tenaga 

kesehatan telah bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan kode etik 

profesi (Rahman, 2026). 

Majelis Disiplin Profesi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan secara objektif dan profesional. 

Melalui mekanisme ini, setiap laporan masyarakat terlebih dahulu dikaji berdasarkan 

standar keilmuan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan sebelum diarahkan 

pada proses hukum pidana (Rahman, 2026). Peran tersebut sangat penting untuk 

mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan yang sebenarnya telah 

menjalankan tindakan medis sesuai prosedur. Dalam praktiknya, pendekatan primum 

remedium melalui MDP juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien karena 

pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang memahami aspek teknis medis dan disiplin 

profesi secara mendalam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya 

berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencarian fakta medis yang objektif 

dan proporsional (Kastury, 2024). 

Penerapan prinsip primum remedium melalui MDP juga sejalan dengan perkembangan 

sistem hukum di Indonesia yang mulai mengedepankan pendekatan keadilan restorasi 

dalam penyelesaian perkara. Hubungan antara dokter dan pasien pada dasarnya 

dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi, sehingga penyelesaian secara 

profesional dan non-konfrontatif lebih sesuai diterapkan dibanding pendekatan 

represif (Kastury, 2024). Apabila setiap sengketa medis langsung dibawa ke ranah 

pidana tanpa pemeriksaan disiplin profesi terlebih dahulu, maka akan muncul 
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ketakutan di kalangan tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan medis. Kondisi 

tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan karena tenaga medis 

menjadi lebih defensif dalam mengambil keputusan medis (Siregar et al., 2024). 

Kajian normatif menunjukkan bahwa peran MDP dalam penyelesaian sengketa medis 

lebih menitikberatkan pada pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya pelanggaran 

disiplin profesi. Pemeriksaan tersebut penting karena sengketa medis sering kali 

dipengaruhi oleh perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga kesehatan mengenai 

hasil tindakan medis yang dilakukan (Siregar et al., 2024). Tidak semua kerugian yang 

dialami pasien dapat langsung dikategorikan sebagai bentuk kelalaian medis, sheingga 

MDP harus dapat menentukan apakah tindakan yang dilakukan nakes / named telah 

sesuai dengan standar profesi dan SOP. Herawati dkk. (2022) menyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa medis memerlukan pendekatan profesional agar tidak seluruh 

persoalan kesehatan berujung pada kriminalisasi tenaga medis. Pendekatan tersebut 

menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan 

perlindungan profesi tenaga kesehatan. 

Majelis Disiplin Profesi memiliki hubungan erat dengan mekanisme penyelesaian 

sengketa non-litigasi, khususnya mediasi. Pemeriksaan disiplin profesi dalam banyak 

kasus menjadi langkah awal sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Mekanisme ini 

membuat para pihak diberikan ruang untuk memperoleh penjelasan dan penyelesaian 

secara profesional tanpa harus langsung memasuki proses litigasi (Herawati et al., 

2022). Penyelesaian melalui pendekatan non-litigasi dinilai lebih mampu menjaga 

hubungan terapeutik antara dokter dan pasien dibandingkan proses pengadilan yang 

bersifat konfrontatif. Penelitian Sinaga (2021) menunjukkan bahwa proses litigasi 

sering kali memperpanjang konflik dan menimbulkan tekanan psikologis bagi tenaga 

kesehatan maupun pasien. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Disiplin Profesi dapat 

menjadi instrumen penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai 

dan proporsional (Sinaga, 2021). 

Majelis Disiplin Profesi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas profesionalitas 

tenaga kesehatan apabila ditinjau dari perspektif hukum. Fungsi tersebut tidak hanya 

bersifat represif melalui pemberian sanksi disiplin, tetapi juga preventif dalam menjaga 

mutu pelayanan kesehatan. Pemeriksaan disiplin profesi membuat tenaga kesehatan 

dapat dievaluasi berdasarkan standar keilmuan dan etika profesi, bukan semata-mata 

berdasarkan persepsi masyarakat. Hal ini berbeda dengan proses litigasi yang lebih 

berorientasi pada pembuktian hukum pidana atau perdata, sehingga penyelesaian 

sengketa melalui MDP lebih mencerminkan pendekatan hukum kesehatan modern 

yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan profesi (Widjaja & 

Aini, 2022). Pendekatan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang 
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menempatkan hukum sebagai sarana memberikan keseimbangan hak dan kewajiban 

bagi setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat perubahan pendekatan 

dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih 

menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban hukum dokter dan rumah sakit 

melalui jalur litigasi (Sofyan & Parawansa, 2025). Penelitian yang lebih baru 

menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan mekanisme non-litigasi dan 

penyelesaian melalui lembaga profesi. Mediasi dan penyelesaian disiplin profesi lebih 

efektif dalam menciptakan solusi yang bersifat win-win solution dibandingkan 

penyelesaian melalui pengadilan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya 

perkembangan pemikiran hukum kesehatan yang lebih humanis dan restoratif. 

Penyelesaian sengketa tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga 

pemulihan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien (Sihotang & Putra, 2025). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi MDP masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman 

masyarakat mengenai perbedaan antara pelanggaran disiplin profesi, pelanggaran 

etik, dan tindak pidana medis (Sofyan & Parawansa, 2025). Banyak masyarakat masih 

menganggap bahwa seluruh sengketa medis harus diselesaikan melalui pengadilan 

pidana. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi MDP sering kali belum dimanfaatkan 

secara optimal. Selain itu, belum adanya sosialisasi yang merata mengenai mekanisme 

penyelesaian sengketa medis melalui lembaga profesi menyebabkan masyarakat lebih 

memilih jalur litigasi sebagai sarana memperoleh keadilan. Situasi ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasi di lapangan (Sinaga, 

2021). 

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya koordinasi 

antara Majelis Disiplin Profesi, rumah sakit, organisasi profesi, dan aparat penegak 

hukum. Dalam beberapa kasus, proses pemeriksaan disiplin profesi berjalan 

bersamaan dengan proses pidana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

tenaga kesehatan. Padahal, pemeriksaan disiplin profesi seharusnya menjadi dasar 

awal untuk menilai apakah tindakan tenaga kesehatan telah sesuai dengan standar 

profesi. Apabila koordinasi antar lembaga tidak berjalan baik, maka tujuan 

penyelesaian sengketa medis secara profesional dan proporsional menjadi sulit 

tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan regulasi yang lebih 

jelas mengenai hubungan antara proses disiplin profesi dengan proses litigasi dalam 

sengketa medis. 

Di sisi lain, perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia saat ini mulai 

mengedepankan pendekatan keadilan restorasi dalam penyelesaian perkara, termasuk 
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dalam perkara yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Penyelesaian perkara 

tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga 

mempertimbangkan pemulihan hubungan, musyawarah, dan penyelesaian yang 

memberikan keadilan bagi semua pihak. Semangat ini terlihat dalam pembaruan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun penerapan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai memberi ruang terhadap penyelesaian 

perkara secara damai sebelum masuk ke proses peradilan yang lebih represif. 

Pendekatan keadilan restorasi ini menjadi relevan karena hubungan antara dokter dan 

pasien pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi. Oleh sebab 

itu, penyelesaian melalui mekanisme disiplin profesi dan mediasi seharusnya lebih 

diutamakan sebelum perkara dibawa ke ranah pidana, sehingga perlindungan hukum 

terhadap pasien tetap terpenuhi tanpa mengabaikan profesionalitas tenaga kesehatan. 

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara maju, maka mekanisme penyelesaian 

sengketa medis melalui lembaga profesi di Indonesia masih memerlukan penguatan 

kelembagaan dan integrasi sistem hukum kesehatan. Ada beberapa negara yang dapat 

kita contoh, misalnya Jepang. Penyelesaian sengketa medis di Jepang telah 

dikembangkan melalui pendekatan mediasi kesehatan dan investigasi medis yang 

terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan nasional. Jepang membentuk Medical 

Accident Investigation System (MAIS) yang tidak hanya bertujuan mencari pihak yang 

bersalah, tetapi juga mencegah terulangnya kesalahan medis melalui pendekatan 

evaluatif dan profesional. Mediasi kesehatan di Jepang dilakukan dengan melibatkan 

mediator yang memahami aspek hukum kesehatan dan etika kedokteran, sehingga 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat sebelum masuk ke pengadilan. 

Sistem tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medis di Jepang lebih 

menitikberatkan pada penyelesaian restoratif dan peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan dibanding pendekatan penghukuman semata (Ohira et al., 2026). 

Mekanisme penyelesaian sengketa medis di Belanda dilakukan melalui lembaga 

disiplin kesehatan (Healthcare Disciplinary Board) yang memiliki kewenangan 

memeriksa pengaduan pasien terhadap tenaga kesehatan secara profesional dan 

independen. Pasien dapat mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada penyedia 

layanan kesehatan sebelum membawa perkara ke Central Disciplinary Committee for 

the Healthcare Sector. Sistem ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan 

secara bertahap dan mengutamakan penyelesaian administratif serta profesional 

sebelum proses litigasi dilakukan (Laarman et al., 2019). Penelitian di Belanda 

menunjukkan bahwa keberadaan tribunal disiplin kesehatan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada 

pasien dan tenaga kesehatan. Sistem mediasi dan disiplin profesi di Belanda telah 
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terintegrasi dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan sehingga penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien (Janssen et al., 2025). 

Keberadaan MDP secara normatif mencerminkan penerapan asas due process of law 

dalam penyelesaian sengketa medis. Setiap tenaga kesehatan yang diduga melakukan 

pelanggaran diberikan hak untuk diperiksa secara profesional berdasarkan standar 

keilmuan dan etika kedokteran. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya 

kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sebenarnya masih berada dalam batas 

standar profesi. Di sisi lain, pasien juga memperoleh kepastian hukum karena terdapat 

mekanisme resmi yang menilai tindakan tenaga kesehatan secara objektif. Dengan 

demikian, MDP memiliki fungsi penting dalam menciptakan keseimbangan 

perlindungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan 

kesehatan nasional. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa 

peran Majelis Disiplin Profesi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia sangat 

penting, terutama dalam mendukung penyelesaian sengketa secara non-litigasi. 

Keberadaan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas disiplin profesi, 

tetapi juga menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih profesional, cepat, dan 

humanis. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan fungsi Majelis Disiplin Profesi masih 

memerlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa medis. 

Penguatan tersebut diperlukan agar sistem penyelesaian sengketa medis di Indonesia 

dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang 

seimbang bagi pasien maupun tenaga Kesehatan. 

4. Penutup 

Keberadaan MDP memberikan ruang penyelesaian sengketa yang lebih profesional 

melalui pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya pelanggaran disiplin tenaga 

kesehatan berdasarkan standar profesi dan standar pelayanan medis. Mekanisme 

tersebut menjadi penting karena tidak seluruh sengketa medis dapat langsung 

dikategorikan sebagai tindak pidana maupun malpraktik medis. Penyelesaian sengketa 

medis melalui pendekatan non-litigasi lebih sesuai diterapkan dalam hubungan 

pelayanan kesehatan karena mampu mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan 

pemulihan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Pendekatan tersebut dinilai 

lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Peran MDP dapat menjadi 

sarana awal untuk menyelesaikan sengketa medis sebelum perkara dibawa ke proses 

peradilan. Hal ini sejalan dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia yang mulai 

mengutamakan pendekatan keadilan restorasi dalam penyelesaian perkara. 
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